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MOTTO 
“Sukses itu tidak dibangun dalam sehari, namun setiap hari” 
“Selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 
tanggal 10 September 1987 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut: 
 
A. Konsonan  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t Te 
ث s\a s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح h} h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ z\al z\ ze (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a' t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) 
 x 
 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa‟ f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l „el 
م Mim m „em 
ن Nun n „en 
و Waw w w 
ه ha‟ h ha 
ء hamzah ‘ apostrof 
ي ya'  y' ye 
 
B. Vokal 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 
transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
fath}ah Fathah A 
 Kasrah Kasrah I 
 
d}ammah Dhammah U 
 
 
  ُ  
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2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Nama Huruf latin Nama Contoh Ditulis 
Fath}ah + ya’ mati 
Ai A dan i مكنيب bainakum 
Fath}ah + wawu 
mati 
Au A dan u لوق      qaul 
 
3. Vokal Panjang 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Nama Huruf Latin Contoh Ditulis 
Fath}ah + alif a> ةيلهاج ja>hiliyyah 
Fath}ah + ya’ mati a> ىسنت tansa> 
Kasrah + ya’ mati i> يمرك kari>m 
D}ammah + wa>wu 
mati 
u> ضورف furu>d} 
 
 
C. Ta’ Marbu>t}ah 
1. Ta’Marbuthah diakhir kata Bila dimatikan tulis h. 
Contoh Ditulis 
ةمكح h}ikmah 
ةيزج jizyah 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya) 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمارك Ditulis Kara>mah al-auliya >’ 
 
3. Bila ta’marbu>t}ah hidup atau dengan h{arakat, fath}ah atau kasrah atau 
d}ammah ditulis dengan t. 
رطفلاةاكز Ditulis Zaka>t al-fit}r 
 
 
D. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 
نآرقلا ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا ditulis al-Qiya>s 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkanl (el)nya. 
 
ءامسلا ditulis as-Sama>’ 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
 
E. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
 
F. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
 
ضورفلا ىوذ Ditulis Z|awi> al-furu>d} 
ةنسلا لهأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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ABSTRACK 
BRISyariah KCP Purbalingga provides a wide range of product, one of which 
is Unit Mikro  iB product that become excellent  product with the most customers for 
lending product. To minimize the occurrence of losses in the provision of 
microfinance because the customer made an appointment injury, BRISyariah KCP 
Purbalingga require collateral in filling of microfinance. The main problem in this 
research is how to mechanism for the assessment of good collateral in microfinance 
as a preventive action the occurrence of losses on BRISyariah KCP Purbalingga. 
This research used field research that is direct researcher to research place 
(BRISyariah KCP Purbalingga) to browse and review the materials in the field and 
relevant to the issues raised. Data collection techniques used by the author is 
observations, interviews, and documentation. After all the data collected, the 
analized qualitatively with descriptive-analysis. 
In the provision of financing BRISyariah KCP Purbalingga using the 5C 
principle, that is character, capacity, capital, condition and collateral. To assess the 
collateral items to consider is status ownership, the state of collateral, age of 
collateral (building and vehicles), as well as the market price of good collateral at the 
time. The value of collateral liquidity in the 75 iB micro product FTV maximum 
90% for all types of collateral, except collateral vehicles with FTV 80%. As for 200 
iB micro product FTV 80% for land & building collateral, stalls and vehicles, for 
deposits rated 90% of the value of financing, <1.000m²  empty ground rated 70% and 
≥1.000m² empty ground is rated 60%. In addition to the assessment of collateral in 
accordancing with the standard requirements of BRISyariah KCP Purbalingga is also 
required a professional workforce. 
Keyword : mechanism, collateral, microfinance 
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ABSTRAK 
BRISyariah KCP Purbalingga menyediakan berbagai macam produk salah 
satunya produk Unit Mikro iB yang menjadi produk unggulan dengan nasabah 
terbanyak untuk produk penyaluran dana. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian 
dalam pemberian pembiayaan mikro karena nasabah melakukan cidera janji, 
BRISyariah KCP Purbalingga mensyaratkan jaminan (agunan) dalam pengajuan 
pembiayaan mikro. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
mekanisme penilaian barang jaminan dalam pembiayaan mikro sebagai tindakan 
preventif terjadinya kerugian pada BRISyariah KCP Purbalingga.  
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu peneliti langsung ke 
tempat penelitian (BRISyariah KCP Purbalingga) untuk menelusuri dan mengkaji 
bahan-bahan yang ada dilapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu obervasi, wawancara dan 
dokumentasi. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif 
dengan deskriptif-analisis. 
Dalam pemberian pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga menggunakan 
prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral. Untuk 
menilai barang jaminan, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu status kepemilikan, 
keadaan, umur dari barang jaminan (bangunan dan kendaraan) serta harga pasar 
barang jaminan pada saat itu. Nilai likuiditas jaminan pada produk mikro 75 iB nilai 
FTV maksimal 90% untuk semua jenis jaminan kecuali jaminan kendaraan dengan 
FTV 80%. Sedangkan untuk produk mikro 200 iB nilai FTV 80% untuk jaminan 
tanah & bangunan serta kios dan mobil, untuk deposito dinilai 90% dari nilai 
pembiayaan, tanah kosong <1.000m² dinilai 70% serta tanah kosong ≥1.000m² 
dinilai 60%. Disamping penilaian jaminan yang sesuai ketentuan standar BRISyariah 
KCP Purbalingga juga diperlukan tenaga kerja yang profesional. 
Kata Kunci : Mekanisme, Jaminan, Pembiayaan Mikro 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin 
meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN 
sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana diatas, karenanya pemerintah 
menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam 
membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun, secara 
individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk 
memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan 
kemampuan financial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan 
nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan 
permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. 
Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan  salah satu agen 
pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama 
dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kemasyarakat 
dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai 
intermediasi keuangan (financial intermediary function). Perbankan nasional 
memegang peranan dan strategi dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan 
pengembangan sektor-sektor produktif.  Lembaga perbankan hampir ada disetiap 
negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.
1
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 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2013), hlm.1. 
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Indonesia  sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, 
telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai 
tuntutan kebutuhan tidak sebatas financial namun juga tuntutan moralitasnya. 
Sistem bank yang dimaksud ialah perbankan yang terbebas dari praktik bunga 
(free interest banking). Sistem bank bebas bunga atau disebut juga bank islam 
atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang 
namun sesuai landasan islam yang “Rahmatan lil „alamin”, didirikan guna 
melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.  Bagi 
kaum mislimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, 
namun bagi masyarakat lain, bank syariah adalah sebagai sebuah alternative  
lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.
2
 
Adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai ±85% 
dari 220 juta penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi berkembangnya 
secara pesat sector perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternative 
instrument keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia. Sejak saat 
itu, pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap 
pertumbuhan bank islam di Indonesia. Untuk merespon semakin cepatnya 
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah kemudian 
melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 nenjadi Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
3
 
Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya berdasarkan 
pada prinsip syariah islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut 
entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga 
(Interest Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syariah (Syariah 
Bank). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan 
                                                             
2
 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 
hlm.295. 
3
 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), hlm.58. 
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mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank 
Berdasarkan Prinsip Syariah”.4 Kegiatan operasional perbankan syariah yang 
mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, seperti kegiatan penghimpunan 
dana (wadiah dan mudharabah), pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah), Jual beli (murabahah, salam, dan istishna), sewa menyewa 
(ijarah), dan jasa lainnya (rahn, sharf, dan kafalah) telah menjadikan bank 
syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (universal 
banking).  
Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 
menegakan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, 
lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh 
karenanya, keberadaanya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan 
masyarakat yang bersangkutan.
5
 
Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary 
tersebut, dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon 
nasabahnya, Bank Syariah harus melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu. 
Analisi pembiayaan adalah langkah pertama dalam mengetahui kelayakan dari 
suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat 
diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak (feasible), dalam artian bahwa 
bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari 
pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi 
jumlah maupun penggunaanya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga 
mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam 
melakukan analisis pembiayaan bank syariah harus memperhatikan kemauan dan 
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kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek 
ketentuan syariah. 
Dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisi yang dapat digunakan untuk 
menentukan kelayakan suatu kredit, yaitu sebagai berikut
6
 : 
1. Character adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui 
sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau 
sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak 
atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi 
sesulit apapun. Namun sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau 
membayar nasabah akan berusaha mngelak untuk membayar dengan berbagai 
alasan tentunya. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah 
melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara 
dengan nasabah. 
2. Capacity yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah 
dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan 
pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit 
perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank 
tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai 
dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak lain yang 
memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan 
seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan. 
3. Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk 
membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit 
tersebut 100%. Artinya harus ada modal nasabah. Tujuannya adalah jika 
nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, 
nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja 
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sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar 
kewajiban kreditnya. 
4. Condition yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. 
Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakan layak 
untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi 
tanaman tertentu sedang membludak pasaran (jenuh). Maka, kredit untuk 
sektor tersebut sebaiknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan 
adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi 
social masyarakat. 
5. Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam 
rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai 
alternative terakhir bagi bank untuk jaga-jaga kalau terjadi kemacetan 
terhadap kredit yang dibiayai. 
Salah satu unsur  yang terpenting dari prinsip 5C adalah collateral. 
Keberadaan collateral sangat penting dalam pembiayaan, karena dana yang 
dipergunakan oleh bank syariah untuk penyaluran dana adalah nasabah 
penyimpan dan nasabah investor sehingga keberadaan collateral adalah untuk 
menjamin pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah. Bank 
syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak 
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya. 
Selain itu juga adanya keharusan bagi setiap bank untuk terus menjaga 
kesehatannya dan memelihara amanah masyarakat padanya.
7
  
Tidak menutup kemungkinan ketika bank melakukan akad pembiayaan 
memiliki beberapa risiko yang dimungkinkan terjadi. Diantaranya ketika nasabah 
tidak bisa melakukan kewajibannya untuk mengangsur setiap bulannya. Hal itu 
menjadikan perlunya dilakukan analisis pembiayaan, salah satunya terhadap 
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agunan (collateral), yaitu analis melakukan penilaian asset atau benda yang 
diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. 
Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status 
hukumnya. . 
Jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang 
diperjanjikan. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, 
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam arti 
sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan. 
Jenis agunan kredit atau pembiayaan tediri dari 
1. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai 
dengan pembiayaan yang bersangkutan. 
2.  Agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 
objek yang dibiayai. 
Pengikatan jaminan pembiayaan atau kredit dilakukan dengan membuat 
perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit yaitu perjanjian antara kreditur dan 
debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari 
pemberian pembiayaan atau kredit. Perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit 
dibuat berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga 
Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia. Disamping itu, dalam prakteknya 
dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan atau 
kredit berupa standby letter of credit yang diterbitkan oleh bank, perjanjian cessie 
dengan hak retrocessie, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa 
menjual.
8
 
Bank BRI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-
cara yang  tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 
                                                             
8
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), hlm.50. 
7 
 
 
dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah 
satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap 
preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan professional dapat 
berperan  sebagai saringan pertama dalam usaha menangkal bahaya pembiayaan 
bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di 
dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas 
pembiayaan dan kelancaran pembayaran. 
Dalam kaitannya dengan penyaluran pembiayaan Bank BRISyariah 
menyediakan berbagai produk pembiayaan diantaranya produk Pembiayaan 
Mikro iB, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, KPR BRI Syariah 
iB, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) 
BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Emas, SME, Linkage, dan lainnya. 
Dari observasi yang saya lakukan di BRISyariah KCP Purbalingga serta 
melakukan wawancara dengan Rudi Susanto selaku Unit Head Mikro, produk 
pembiayaan mikro merupakan produk yang paling banyak diminati oleh calon 
nasabah di BRISyariah KCP Purbalingga. Produk pembiayaan mikro terdiri dari 3 
plafond yaitu Pembiayaan Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 200 iB.
9
 
Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
merumuskan bahwa “usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik 
WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih 
(tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,- (dua 
ratus juta) dan atau mempunyai omzet (nilai produksi) atau hasil penjualan rata-
rata per tahun sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dan usaha 
tersebut berdiri sendiri”.10  
Dalam mengajukan Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KCP Purbalingga, 
calon nasabah harus memiliki jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan 
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tersebut. Namun, tidak semua benda jaminan bisa dijadikan agunan. Jaminan 
yang akan dijadikan sebagai agunan di BRISyariah KCP Purbalingga harus 
memenuhi kriteria marketable dan bankable. Marketable artinya ketika nasabah 
mengalami wanprestasi, benda jaminan yang dijadikan agunan tersebut laku 
dipasaran ketika dijual maupun dilelang. Sedangkan yang dimaksud Bankable 
adalah benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan harus sesuai dengan 
ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BRISyariah KCP Purbalingga. 
Pada BRISyariah pernah terjadi dimana jaminan tidak bisa melunasi seluruh 
kewajiban nasabah. Peristiwa itu dimungkinkan terjadi karena kurang telitinya 
account officer micro dalam melakukan analisis pembiayaan. Kesalahan dalam 
menilai taksiran barang jaminan membuat barang jaminan tersebut kurang 
marketable dan bankable. Artinya barang jaminan yang dijadian agunan tersebut 
tidak sesuai dengan harga pasar ketika dijual dan tidak sesuai dengan ketentuan 
dan kebijakan yang berlaku di BRISyariah KCP Purbalingga.
11
 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
bagaimana menilai barang jaminan pada BRISyariah dalam produk Unit Mikro. 
Untuk itu, peneliti mengambil judul “Mekanisme Penilaian Barang Jaminan 
dalam Pembiayaan Mikro sebagai Tindakan Preventif Terjadinya Kerugian 
pada BRI Syariah KCP Purbalingga”. 
 
B. Definisi Operasional  
Dari judul diatas yang peneliti angkat, ada istilah-istilah yang mendapat 
penjelasan agar arah dan maksud penulisan tugas akhir ini menjadi jelas dan tidak 
terjadi kesalah pahaman dalam memahami permasalahan yang dibahas, 
diantaranya : 
 
 
                                                             
11
 Wawancara dengan Andri yanto selaku Account Officer di BRI Syariah KCP Purbalingga 
pada tanggal 13 Februari 2018. 
9 
 
 
1. BRI Syariah KCP Purbalingga 
BRI Syariah KCP Purbalingga beralamatkan di Jl. MT. Haryono No. 
45 Purbalingga. BRI Syariah KCP Purbalingga merupakan bank BRI 
Syariah Pembantu yang berada diwilayah kerja BRI Syariah KC 
Purwokerto. BRI Syariah KCP Purbalingga menjalankan fungsi-fungsi 
operasional perbankan meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan 
jasa. 
2. Pembiayaan Mikro 
Bank BRI Syariah memiliki produk pembiayaan mikro yang dapat 
dibuka bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal 
pengembangan usaha. Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, 
diantaranya yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 200 iB dengan 
hitungan tenor maksimal 60 bulan.
12
 
3. Jaminan  
Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan 
kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan 
keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
13
 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas maka timbullah pertanyaan bagaimana 
mekanisme penilaian barang jaminan dalam pembiayaan mikro sebagai tindakan 
preventif terjadinya kerugian pada bank BRI Syariah KCP Purbalingga ? 
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D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penilaian barang jaminan dalam 
pembiayaan mikro sebagai tindakan preventif  terjadinya kerugian pada bank BRI 
Syariah KCP Purbalingga. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan 
dan untuk menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah ke dalam 
kehidupan masyarakat. 
2. Bagi Bank 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi 
dalam mempertimbangkan kebijakan perbankan terutama untuk 
mengantisipasi risiko-risiko terhadap pembiayaan mikro pada Bank BRI 
Syariah KCP Purbalingga. 
3. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu kaitannya 
tentang jaminan di perbankan syariah dan penelitian ini juga dapat 
dipergunakan oleh Jurusan Manajemen Perbankan Syariah sebagai referensi 
perpustakaan. 
4. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan informasi akan 
pentingnya fungsi dan peranan lembaga perbankan khususnya perbankan 
syariah.  
 
F. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, 
maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
11 
 
 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah 
penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti langsung terjun ke 
lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (Bank BRISyariah 
KCP Purbalingga) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan 
mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan 
permasalahan yang diangkat. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BRISyariah KCP Purbalingga yang 
beralamatkan di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 22 Januari sampai 02 Maret 2018. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini  Unit Head Micro (Rudi Susanto) dan 
Account Officer (Andri Yanto) BRISyariah KCP Purbalingga dan objek dalam 
penelitian ini yaitu mekanisme penilaian barang jaminan dalam pembiayaan 
mikro sebagai tindakan preventive terjadinya kerugian pada BRISyariah KCP 
Purbalingga. 
4. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. 
Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui pengamatan dan 
wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Merupakan data-data yag diperoleh secara tidak langsung. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-
artikel, buku. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi (pengamatan) 
Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
14
 Sutrisno hadi (1986) 
mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 
Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 
ingatan.
15
 Observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung 
mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BRI 
Syariah KCP Purbalingga. 
b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara) 
Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan 
seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka 
(face to face) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat 
untuk keperluan tersebut.
16
 
Wawancara dapat dilakukan atas dua teknik yaitu sebagai berikut : 
1. Wawancara terstruktur 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 
tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam 
melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen 
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 
jawabannya pun telah disiapkan.
17
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2. Wawancara tidak terstruktur 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalah 
yang akan ditanyakan.
18
 
Teknik ini dilakukan penulis bertujuan untuk menggali informasi 
lebih dalam tentang operasional di BRI Syariah KCP Purbalingga 
khususnya mengenai informasi mekanisme penilaian barang jamian dalam 
pembiayaan mikro sebagai tindakan preventif  terjadinya kerugian. Penulis 
melakukan wawancara langsung dengan Andri Yanto selaku Account 
Officer dan Rudi Susanto selaku Unit Head Micro di BRI Syariah KCP 
Purbalingga. 
c. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia  
yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang 
akan diteliti, seperti buku tentang pembiayaan konsumer. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 
orang lain. Analisi data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
19
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Setelah semua data terkumpul dari sumber data primer dan data 
sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif 
dengan deskriptif-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan 
diperoleh kesimpulan dari penelitian ini. 
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
A. Jaminan Dalam Pembiayaan 
1. Pengertian Jaminan 
 Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko 
kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi 
sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak 
dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang 
harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari 
risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari 
itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si 
nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang 
diambilnya.
20
 
 Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana 
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa “ 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank 
mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 
memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya 
sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 
memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap 
watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur. 
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 Begitu juga pada penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “penyaluran dana 
berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko 
kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh 
terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu, “Bank Syariah dan 
UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon 
nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, 
sebelum bank syariah dan /atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah 
penerima fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank syariah 
dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima 
fasilitas.
21
 
2. Fungsi Jaminan 
 Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan 
kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan, 
modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan 
immaterial yang berfungsi sebagai first way out. Dengan jaminan immaterial 
tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik 
sehingga memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi 
kredit/pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan kredit/pembiayaan 
berupa agunan bersifat materiil/kebendaan berfungsi sebagai second way out. 
Sebagai second way  out, pelaksanaan penjualan.eksekusi agunan baru 
dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui first way 
out. 
3. Jenis Jaminan 
a. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan Jaminan yang lahir karena 
perjanjian 
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Jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang 
umum yang ditujukan oleh undang-undang, tanpa diperjanjikan oleh para 
pihak. 
Jaminan yang lahir karena undang-undang diatur dalam Pasal 1131 KUH 
Perdata yang berbunyi : 
“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 
bergerak, baik yang ada maupun yang aka nada dikemudian hari, menjadi 
tanggungan untuk segala prikatannya perseorangan”. 
 Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang kreditor telah diberikan 
jaminan berupa harta benda milik si debitur tanpa harus diperjanjikan 
terlebih dahulu. Namun jaminan semacam ini tidak memberikan hak 
utama untuk didahulukan (preferent) kepada kreditor, melainkan 
kedudukan kreditor hanyalah merupakan kreditor yang konkuren 
(bersaing) dengan kreditor lainnya terhadap seluruh harta kekayaan 
debitur. 
 Sedangkan jaminan yang timbul karena adanya perjanjian adalah 
jaminan yang secara yuridis baru timbul berdasarkan perjanjian yang 
dibuat antara kreditor (bank) dengan debitur pemilik agunan, atau antara 
kreditor (bank) dengan orang/pihak ketiga pemilik agunan yang 
menanggung utang debitur. Jaminan yang lahir karena perjanjian ini 
seperti, hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai. 
b. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan 
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak 
mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri : 
1) Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya. 
2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun. 
3) Selalu mengikuti bendanya (droit to suite). 
4) Dapat dialihkan. 
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Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tak 
bergerak (misalnya tanah dan bangunan diatasnya). Jaminan benda 
bergerak terdiri dari  benda bergerak bertubuh (misalnya kendaraan, 
mesin-mesin,dsb) dan benda tak bertubuh (misalnya surat berharga, utang 
piutang). 
Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan (penanggungan/ 
borgtocht) ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap 
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, 
terhadap harta kekayaan penanggung secara keseluruhan. Penanggungan 
diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi : 
“penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak 
ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
prikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”. 
c. Jaminan Berwujud (Materiil) dan Jaminan Tak Berwujud (Immateriil) 
Jaminan berwujud (materiil) seperti barang agunan, menurut 
penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dapat diikat dengan Hak 
Tanggungan, Hipotik, Fidusia atau Gadai. Sedangkan jaminan tak 
berwujud (immateriil) menurut ketentuan tersebut meliputi watak, 
kemampuan, modal dan prospek usaha debitur. 
d. Jaminan berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda tak bergerak 
Yang dimaksud dengan jaminan benda bergerak adalah agunan 
berupa kebendaan yang dapat berpindah maupun dipindahkan kecuali 
kapal Indonesia dengan ukuran isi kotor paling sedikit 20m³ yang telah 
dibukukan dalam register kapal. Jaminan benda bergerak terdiri dari benda 
bergerak bertubuh (misalnya kendaraan, mesin-mesin dsb) dan benda 
bergerak tak bertubuh (misalnya surat berharga, piutang dagang) 
Yang dimaksud dengan jaminan benda tak bergerak adalah agunan 
berupa tanah dengan atau tanpa bangunan/tanaman diatasnya, mesin-
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mesin yang melekat pada tanah/bangunan yang merupakan satu kesatuan, 
kapal Indonesia yang berukuran 20m³ keatas dan sudah didaftarkan, 
bangunan rumah susun berikut tanah tempat bangunan berdiri serta benda-
benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut jika 
tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan, hak milik atas 
satuan rumah susun jika tanah tempat bangunan rumah susun berdiri 
tersebut berstatus hak milik atau hak guna bangunan. 
e. Agunan Pokok dan Agunan Tambahan 
Yang dimaksud dengan aguna pokok adalah benda milik debitur 
yang dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan sekaligus dijadikan 
jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. 
Yang dimaksud dengan agunan tambahan adalah benda yang dijadikan 
jaminan pelunasan kredit/pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang 
tidak dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan. 
4. Penilaian Jaminan 
Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, bank syariah 
harus mempertimbangkan dari segala aspek untuk melindungi kepentingan 
bank dan risiko penyaluran pembiayaan, penilaian agunan yang tepat sangat 
diperlukan. Ketidaktepatan dalam menilai agunan dapat memengaruhi atau 
mengakibatkan kesalahan dalam analisis pemberian pembiayaan. Bentuk 
agunan dapat berupa objek yang dibiayai pembiayaan, atau agunan tambahan 
selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan 
dapat dijadikan uang. 
b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula kepada pihak 
lain (marketable) 
c.  Mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat secara sempurna 
berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yan berlaku sehinga bank 
20 
 
 
memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil likuiditas barang 
tersebut.
22
 
5. Pengikatan Jaminan Pembiayaan 
 Pengikatan jaminan pembiayaan/kredit dilakukan dengan membuat 
perjanjian jaminan pembiayaan/kredit yaitu perjanjian antara kreditor dengan 
debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul 
dari pemberian pembiayaan/kredit. Mengenai sifat perjanjian jaminan 
pembiayaan/kredit menurut hukum merupakan perjanjian ikutan (accessoir) 
yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pokoknya yaitu 
perjanjian pembiayaan/kredit. Perjanjian jaminan pembiayaan /kredit dibuat 
berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga 
Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia. Disamping itu, dalam praktik 
dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan 
pembiayaan/kredit berupa standby letter of ckedit (standby L/C) yang 
diterbitkan oleh bank berdasarkan ketentuan Uniform Customs Prantices 
(UCP), perjanjian Cessie dengan hak retro cessi, perjanjian penyerahan 
jaminan dan pemberian kuasa menjual. 
a. Hak Tanggungan 
Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam 
Undang-Undang Nomomr 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 
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Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseoranagn atau badan 
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Pemegang Hak 
Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Hak atas tanah yang dapat 
debebani Hak Tanggungan adalah, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara.
23
 
b. Hipotik Kapal 
Hipotik kapal merupakan cara pengikatan agunan terhadap kapal 
Indonesia yang berukuran 20m³ keatas dan sudah dibukukan dalam 
Register Kapal. Dasar hukum dari hipotik kapal adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang Pasal 309, 314 s.d 315, Pasal 24 Peraturan 
Pendaftaran Kapal Stb. 1933 No. 48, KUH Perdata Pasal 1162 s.d 1232 
dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Pelayaran (sekarang 
UU No. 17 Tahun 2008). 
c. Hipotik Pesawat Terbang  
Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, 
bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. Helikopter 
adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang dengan 
sayap berputar, dan bergerak dengan tenaganya sendiri. Pesawat terbang 
dan helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan 
Indonesia dapat dibebani hipotek, berlaku ketentuan hipotik dalam KUH 
Perdata. Dasar hukumnya adalah UU No. 15 Tahun 1992 tentang 
Penerbangan (sekarang UU No. 1 Tahun 2009). 
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d. Gadai 
Gadai (pand) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang 
atas suatu barang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang 
berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang 
tersebut secara di dahulukan dari si berpiutang lainnya apabila si 
berhutang tidak melunasi hutangnya. 
Perjanjian gadai merupakan acceeoir dari perjanjian utang-piutang 
yang merupakan perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, hak gadai hapus 
dengan hapus/lunasnya utang-piutang. Yang dapat dijadikan sebagai objek 
gadai adalah barang-barang bergerak, baik barang bergerak yang bertubuh 
(misalnya perhiasan, permata, dsb), maupun barang bergerak tidak 
bertubuh (misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, cellcedul, dsb). 
e. Fidusia  
Fidusia adalah penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas 
barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut.
24
 
Undang-Undang No. 42  Tahun 1999 tentang Fidusia sebagai 
jaminan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan 
atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan 
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 
fidusia terhadap kreditor lainnya.  
Perbedaan antara pengikatan agunan secara gadai dengan fidusia 
adalah dalam pengikatan agunan secara gadai penguasaan atas barang 
yang menjadi objek gadai ada pada kreditor, jaminan gadai tidak ada 
pendaftarannya. Sedangkan dalam pengikatan agunan secara fidusia 
penguasaan barang yang dijadikan jaminan fidusia ada pada debitur yang 
diserahkan oleh kreditor berdasarkan kepercayaan, dan benda yang 
dibebani dengan jaminan secara fidusia wajib didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia. 
f. Cessie 
Menurut ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, penyerahan piutang-
piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan 
jalan membuat suatu akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-
hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang 
demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan 
itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. 
Cessie adalah pemindahan hak atas suatu piutang. Dengan pemindahan 
hak piutang tersebut, maka orang yang menerima hak piutang 
(cessioneris) menjadi kreditor baru terhadap orang yang berutang (cedent). 
g. Penanggungan Utang ( Borgtocht) 
Menurut ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan adalah 
suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si 
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang 
manakal oranng itu sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan 
utang dapat dibuat secara otentik maupun dibawah tangan atau bahkan 
secara lisan (praktik, otentik dan di bawah tangan). Adapun agar 
kepentingan kreditor terlindungi, sering dalam perjanjian penanggungan 
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utang dicantumkan klausula-klausula tertentu, misalnya penanggungan 
utang melepaskan hak-hak istimewanya. 
B. Pembiayaan Mikro 
1. Akad yang digunakan dalam pembiayan Mikro Bank Syariah 
Kredit mikro bukanlah barang aneh dan baru di Indonesia. Kita mengenal 
beragam jenis aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai kredit mikro, mulai dari 
arisan, kredit usaha tani, dan lain sebagainya. Keberagaman dan panjangnya masa 
perkembangan kredit mikro di Indonesia telah didokumentasikan oleh Bank 
Dunia dalam dua jilid buku Mikrofinance Revolution 2001, dan jilid keduannya 
diberi judul Lessons Form Indonesia. Sejak 20 tahun lalu Indonesia selalu 
memiliki kementrian/departemen yang mengurusi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang didukung kewajiban bank-bank untuk menyisihkan 
20% dari total kreditnya untuk UMKM.
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Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya 
menggunakan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah turut 
memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam 
memberikan fasilitas pembiayaan mikro bank syariah menggunakan akad dengan 
prinsip jual beli (murabahah). 
2. Pengertian Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan atau financing ialah pendanan yang diberikan oleh suatu 
pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanaka , baik 
dilakukan sendiri maupun lembaga.
26
 
Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual 
beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai 
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penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual yaitu harga 
beli dari pemasok ditambah margin keuntungan.
27
 
Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang 
seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up atau 
margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqih murabahah 
merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, diamana 
jual-beli ini berbeda dengan jual-beli musawwamah (tawar menawar) 
murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, 
harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan 
penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah 
transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga 
tanpa melihat harga asli barang.
28
 
Secara terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta 
kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat 
beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank 
syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah satunya 
adalah murabahah. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murabahah 
adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank 
membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan 
menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang 
disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam 
jangka waktu yang ditentukan. 
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Gambar 2.1
29
 
Skema Pembiayaan Murabahah 
 
1. Negosiasi & Persyaratan 
 
2. Akad Jual Beli 
 
6.Bayar 
 
5.Terima Barang & 
3.Beli Barang      Dokumen 
 
      4.Kirim Barang 
 
3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah 
a. pengaturan hukum positif 
1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
perbankan; 
2) PBI No. 9/19/2007 jo. PBI No. 10/16/2018 tentang pelaksanaan 
prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 
dana serta pelayanan jasa bank syariah; 
3) Peraturan bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; 
4) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di 
Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
04/DSB-MUI/IV/2000 tentang murabahah; 
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5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah 
yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. 
b. Landasan Syariah 
Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip 
akad mendominasi peendapatan bank dari produk-produk yang ada di 
bank syariah. Jual-beli dalam islam sebagai sarana tolong-menolong 
antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual-
beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana 
disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW berikut : 
1) QS. Al-Baqarah : 275 
 َنْوُلُكَْأي َنْيِذَلا ِسَمْلا َنِم ُنَطْي َّشلآ ُُوطَّبَخَت َي ْيِذَلا ُمْوُق َياَمَكَلَِإ َنْوُمْوُق َيَلَاوَبِّرلآ  ۚ َكِلٰذ
اوَبِّرلا ُلْثِم َعْي َ بْلااَمَّنِااْوُلَاق ْمُهَّ نَِأب  ۚ اوَبِّرلامَّرَحَو َعْي َ بْلا ُللها َلَحَاَو  ۚ  َظِعْوَم ُهَء اَج ْنَمَف ٌة
 َه َ ت ْنآَف ِوِّبَّر ْنِّم ى َل َف َلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَساَم ُوى ُللها  ۚ  ِراَّنلا ُبٰحْصَأ َكِئ ٰلْوُأَفَداَع ْنَمَو  ۚ  ْم ُى
 َنْوُدِلَخ اَه ْ يِف.  
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya”. 
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2) HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah 
Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka 
sama suka”. 
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 
Rukun jual beli menurut madzab Hanafi adalah ijab dan qabul yang 
menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang 
menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain 
merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran 
dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Rukun dan Syarat Murabahah, adalah sebagai berikut :
30
 
a. Rukun Murabahah 
1) Ada menjual 
2) Ada pembeli 
3) Ada objek yang akan diperjualbelikan 
4) Ada harga beli yang disepakati kedua belah pihak 
5) Akad jual beli 
b. Syarat  murabahah  
1) Penjual dan pembeli dalam keadaan paham/cakap hukum. 
2) Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram 
3) Barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dari pembeli 
4) Barang yang dijual secara hukum sah dimiliki pembeli. 
5. Jenis Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan Murabahah di perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 
dua (2) macam, yaitu Murabahah berdasarkan pesanan dan Murabahah tanpa 
pesanan. Yaitu berikut dari penjalasan: 
a. Murabahah Berdasarkan Pesanan 
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 Gita Danu Pranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 
2013), hlm.110-111. 
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Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan 
dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain 
untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan 
(nasabah) meminta bank untuk membeli asset yang kemudian dimiliki 
secara sah oleh pihak nasabah tersebut. Nasabah menjanjikan kepada bank 
untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas 
pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam murabahah berdasarkan pesanan 
bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Bersifat mengikat, 
artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli 
oleh nasabah sebagai pemesan. Sedangkan bersifat tidak mengikat, yaitu 
walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah 
tidak terikat untuk membeli barang tersebut. 
b. Murabahah Tanpa Pesanan 
Murabahah tanpa pesanan maksudnya, adalah ada yang pesan atau 
tidak, ada yang beli atau tidak, bank (ba‟i) menyediakan barang 
dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah model ini tidak 
dipengaruhi atau terkait langsung dengan tidaknya pesanan atau pembeli. 
Pada prinsipnya dalam transaksi murabahah pengadaan barang menjadi 
tanggung jawab bank sebagai penjual. Bank menyediakan barang atau 
persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa 
memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga prosess 
pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah 
dilakukannya.
31
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C. Kerugian Pada Bank Syariah 
Kerugian (loss) merupakan jumlah pengeluaran yang lebih besar 
dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
32
 Menurut Komisaris 
Independen PT Bank Mandiri, Goei Siauw Hong, mengungkapkan ada 4 risiko 
utama yang bisa mengancam kelangsungan bank yaitu antara lain
33
 : 
1. Risiko kredit, yaitu kerugian yang diakibatkan gagal bayar dari debitur atau 
para peminjam dana dari bank. Risiko ini bisa timbul dari kredit macet, 
transaksi forward atau derivative (treasury), investasi dan pembiayaan 
perdagangan. 
2. Risiko pasar, yaitu terjadi karena perubahan faktor pasar seperti perubahan 
suku bunga dan nilai tukar. Misalnya kenaikan suku bunga mengakibatkan 
harga harga obligasi turun dan timbul kerugian bagi bank. 
3. Risiko operasional, yaitu disebabkan oleh faktor sistem seperti kegagalan 
teknologi dan faktor manusia. Seperti jaringan yang diretas atau sistim offline 
pada ATM. 
4. Risiko likuiditas, yaitu risiko yang diakibatkan karena ketidakmampuan bank 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau 
dari asset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber 
kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok 
penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun review studi terdahulu yang 
digunakan penulis, diantara lain : 
Penelitian Terdahulu yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Juwita Permadani tentang “Analisa Penilaian Agunan Pada Pembiayaan iB 
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 https://www.kamusbesar.com/kerugian diakses pada hari rabu tanggal 25 April 2018 pukul 
05.56 WIB. 
33 http://riaugreen.com/ diakses pada hari rabu tanggal 25 April 2018 pukul 06.13 WIB. 
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KEPEMILIKAN di PT BPRS Gunung Slamet Cilacap” pada tahun 2017. Hasil 
dari penelitian ini menjelaskan bahwa PT BPRS Gunung Slamet Cilacap dalam 
menilai agunan pada pembiayaan iB KEPEMILIKAN menggunakan nilai yang 
berbeda. Untuk agunan berupa tabungan wadiah dan deposito dinilai sebesar 
100%, sedangkan untuk agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, 
rumah dinilai 70-75% dari harga pasar. Disamping itu, PT. BPRS Gunung Slamet 
Cilacap juga tidak menerima agunan berupa surat berharga syariah.
34
 
Penelitian terdahulu yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Khatma Fitriyanti tentang “Peranan Agunan Dalam Pembiayaan Modal Kerja 
Dengan Akad Musyarakah di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga” pada 
tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu Peranan agunan antara lain adalah 
untuk menghindari adanya penyimpangan dan untuk meminimalisir risiko yang 
kemungkinan akan terjadi seperti halnya pembiayaan macet atau nasabah yang 
telat dalam melunasi pembiayaan. Maka dari itu agunan menjadi sangat penting di 
dalam prosedur pembiayaan musyarakah.
35
 
Penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Sudarman tentang “Penerapan Prinsip Jaminan Pada Pembiayaan Mikro 75iB di 
BRISyariah KCP Purbalingga” pada tahun 2016. Hasil dari uraian data penelitian 
dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaminan pada Pembiayaan 
Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga digolongkan menjadi empat, yaitu 
jaminan berupa tanah dan bangunan dan tanah kosong, kios atau sejenisnya, 
kendaraan bermotor, dan deposito BRI Syariah.
36
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 Juwita Permadani, 2017, “Analisa Penilaian Agunan Pada Pembiayaan iB Kepemilikan di 
PT BPRS Gunung Slamet Cilacap”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN 
Purwokerto, Banyumas. Hlm. 59. 
35
 Khatma Fitriyanti, 2017, “Peranan Agunan dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad 
Musyarakah di PT BPRS Buana Mitra Perwira”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
IAIN Purwokerto, Banyumas. 
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KCP Purbalingga”, Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, Banyumas. 
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Penelitian terdahulu yang keempat, yaitu skipsi dari  Parita Yuliana IAIN 
Purwokerto tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan 
Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah 
Purwokerto” pada tahun 2018. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa Pegadaian Syariah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan 
penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang 
jaminan, Pegadaian Syariah Purwokerto terlebih dahulu memberitahu kepada 
nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah 
belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 
berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Purwokerto berhak menarik barang 
jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang 
jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila 
nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan 
dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh 
tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan 
kepada nasabah.
37
 
Penelitian terdahulu yang kelima, yaitu penelitian tugas akhir oleh Eti 
Yuliani dari IAIN Purwokerto tentang “Analisis Penilaian Agunan Pada 
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” 
pada tahun 2016. Dari penelitian tersebut, Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 
dalam melakukan penilaian terhadap agunan dengan menggunakan sistem sama 
rata, dimana bank menilai agunan sebesar 80% dari harga pasar. Berdasarkan 
penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara teori 
dan apa yang diterapkan di bank syaraih mandiri KC Purwokerto, perbedaan 
terdapat pada penilaian plafond agunan, namun disini perbedaan tersebut tidak 
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 Parita Yuliana, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat 
Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto”, Skipsi Fakultas 
Syariah, IAIN Purwokerto,Banyumas.  
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menjadikan masalah karena hal itu untuk mempermudah bank dalam melakukan 
penilaian dan tidak melanggar peraturan syariah.
38
 
Penelitian terdahulu yang terakhir, yaitu penelitian tugas akhir oleh Febri 
Tri Rahayu dari IAIN Purwokerto tentang “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombong” pada tahun 2018. 
Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari Pihak BPRS Ikhsanul Amal 
Gombong sebelumnya telah berupaya memberikan masa tangguh, agar tidak 
terjadi pengambilan jaminan sebagai sumber pembayaran pelunasan pembiayaan. 
Jika terjadi pembiayaan bermasalah di BPRS Ikhsanul Amal Gombong juga 
melakukan upaya lain dengan langkah yang telah diterapkan yaitu melakukan 
restrukturisasi pembiayaan (first way out). Jika langkah restrukturisasi gagal bank 
menggunakan langkah yang kedua yaitu dengan eksekusi jaminan sebagai second 
way out.
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum BRISyariah KCP Purbalingga 
1. Profil BRISyariah KCP Purbalingga 
Berawal dari akuisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Bank 
Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia 
tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada 
tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi 
sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi 
bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. 
Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah 
bank ritel modern terkemukadengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah 
dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 
dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk 
yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. 
Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industry perbankan 
nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 
Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 
bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat 
dalam kehidupan modern. Kombinasi warna biru dan putih sebagai benang merah 
dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 
2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (prpses 
spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan 
dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat 
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Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 
Bank BRISyariah. 
Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 
berdasarkan asset PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, 
jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 
segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel 
modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. 
Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 
jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 
Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 
penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip 
syariah.
40
 
PT. BRISyariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di 
Purwokerto terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah tepatnya 
di Perempatan Palma sebelah Bank Mega, PT BRISyariah Purwokerto juga 
mempunyai 4 kantor Cabang Pembantu yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang 
berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang 
Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang 
Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No. 07 Cilacap 
dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen. 
Untuk BRI Syariah KCP Purbalinga sendiri berdiri pada tanggal 28 Juni 
2012. Walaupun dengan usianya yang baru terhitung jari, BRISyariah KCP 
Purbalingga mampu bersaing dengan bank-bank yang ada di sekitarnya. Produk 
unggulan BRISyariah KCP Purbalingga adalah produk Tabungan Haji dan 
Tabungan Faedah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun 
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demikian, bukan berarti produk yang lain tidak laku, hanya saja jumlah 
nasabahnya tidak sebanyak Tabungan Faedah dan Tabungan Haji.
41
 
Banyak cara yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga untuk terus 
mengembangkan kemajuan perusahaan, yaitu dengan system jemput bola, open 
table, payroll dengan beberapa Perseroan Terbatas, dan lainnya. 
Visi dan Misi BRI Syariah 
a. Visi : menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial 
sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 
bermakna. 
b. Misi : 
1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 
financial nasabah. 
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 
prinsip-prinsip syariah 
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 
dimanapun. 
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
menghadirkan ketentraman pikiran. 
Motto 
Motto BRI Syariah adalah “Solusi Keuangan Yang Aman”. 
Budaya Kerja BRI Syariah  
BRI Syariah memiliki budaya kerja yang harus diterapkan oleh semua 
karyawan BRI Syariah. Budaya kerja tersebut dikemas dalam kata “PASTI OKE” 
yang menjadi jargon BRI Syariah dan selalu menjadi penyemangat karyawan BRI 
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Syariah sebelum melakukan aktivitas pekerjaannya. Jargon tersebut berbunyi 
“BRI Syariah PASTI OKE”. Dimana kata “PASTI OKE” merupakan singkatan 
dari 7 sifat yang harus diterapkan karyawan BRI Syariah dalam melakukan 
pekerjaannya. Ketujuh sifat dasar itu adalah : 
a. Professional 
Karyawan BRI Syariah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan 
tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditetapkan. 
b. Antusias 
Karyawan BRI Syariah diharapkan selalu semangat dan terdorong untuk 
berperan aktif dan mendalam dalam setiap aktivitasnya. 
c. Penghargaan SDM 
Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan 
dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai perencanaan, perekrutan, 
pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta 
memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan 
saling percaya, adil, terbuka, dan menghargai. 
d. Tawakal 
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang 
dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan 
keikhlasan atas hasil yang dicapai. 
e. Integritas 
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-
nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat 
dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun 
dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. 
f. Orientasi Bisnis 
Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk 
menghasilkan nilai tambah dalam setiap pekerjaan. 
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g. KEpuasan Pelanggan 
Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan 
pelanggan eksternal dan internal dilingkungan pelanggan. 
Konsep Operasional BRISyariah KCP Purbalingga 
BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank BRISyariah pembantu yang 
berada diwilayah kerja BRISyariah KC Purwokerto. BRISyariah KC Purwokerto 
sendiri memiliki 5 kantor cabang pembantu yakni Ajibarang, Kebumen, Cilacap, 
Banjarnegara dan Purbalingga. Sistem operasional yang diterapkan BRISyariah 
Cabang Purwokerto dan KCP lainnya adalah sistem komando mandiri, yakni 
seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Jakarta) 
sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BRISyariah KCP Purbalingga 
mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-
Hadist namun juga mengacu pada UU No 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang 
Perbankan Syariah. Standar operasional pekerjaan yang menjadi acuan setiap 
karyawan dalam melakukan pekerjaannya merupakan aturan yang sudah dibuat 
oleh kantor pusat. 
Di BRISyariah Purbalingga juga memiliki 10 Principles of Operational Risk 
Control yakni : 
a. Dual Control 
Dual Control merupakan keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak 
dalam menyelesaikan suatu proses / transaksi dan untuk menjaga transaksi 
yang dilakukan. Dual Control dapat berupa adanya mekanisme marker-
cheker-approval / maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (dual 
custody). Dual Control wajib diterapkan di setiap transaksi / aktivitas yang 
dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, missal kerugian financial, 
kehilangan dan tuntutan hukum. Contoh transaksi atau proses yang 
membutuhkan Dual Control antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan 
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barang atau dokumen berharga milik bank, aktivitas di khasanah, pendebetan 
rekening nasabah. 
b. Verifikasi / Validasi 
Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi atau 
upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verifikasi juga diperlukan 
untuk memastikan keabsahan atau legalitas suatu dokumen. Verifikasi wajib 
dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank. 
c. Segregation of Duties 
Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak 
ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan atau 
pertanggung jawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui. 
d. Approval 
Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi 
yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya 
transaksi atau situasi tersebut dan membantu pertanggungjawaban atau 
akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut. 
e. Authorization Limit 
Pembatasan kewenangan pejabat atau petugas untuk melakukan otoritas 
atau transaksi. 
f. Proofing 
Suatu proses pencocokan atau membandingkan antara fisik dengan 
catatan, antara catatan suatu bagian dengan bagian lainnya. 
g. Konfirmasi 
Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah / pemilik 
rekening / pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi 
yang melebihi nilai / jumlah / limit tertentu. 
h. Logical Protection 
Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak 
berwenang yang dilakuakn dengan menggunakan user id dan atau password 
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yang berwenang dan user id atau password tidak boleh digunakan atau 
sharing kepada orang lain. 
i. Physical Protection 
Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang 
yang dilakukan secara fisik. 
j. Contingency 
Adanya tindakan / media / petugas cadangan / pengganti. 
 
Struktur Organisasi Perusahaan BRISyariah KCP Purbalingga 
Berikut karyawan BRISyariah KCP Purbalingga: 
a. Pincapem  : Wahyu Pratomo 
b. Branch Operational Supervisor  : Ovan Tiana 
c. Unit Head Mikro    : Rudi Susanto 
d. Account Officer Generalis  : 1.Andri Yanto 
   2.Fahrul Nur Aryadi 
e. Customer service :Yunica Dewi Permatasari 
f. Teller      : Eliyatul Hana 
g. Account officer Micro   : 1.Untung Mutakin 
   2.R. Dwi Atmana 
   3.Jahdan Hanifulloh 
h. Security  : 1.Suhad 
   2.Indriyono 
i. Cleaning Service    : Arif Redianto 
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Gambar 3.1  
Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan tugas dan tanggung jawab 
dari masing-masing jabatan:
42
 
a. Pimpinan cabang 
1) Ringkasan Pekerjaan 
Memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya 
kelancaran kerja di semua bagian di dalam kantor.  
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2) Tugas dan tanggung jawab 
a) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahaan dicabang pembantu 
itu. 
b) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada kepala cabang 
termasuk keuangannya. 
c) Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang pembantu 
berjalan lancar. 
d) Menjalankan program perusahaan/mengejar target. 
e) Berhak atas promosi dan bonus jika cabang pembantu maju melebihi 
target perusahaan. 
b. Branch Operational Supervisor (kepala bagian operasional) 
1) Ringkasan pekerjaan 
Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya 
kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin 
berkala atas pekerjaannya kepada direksi. 
2) Tugas dan tanggung jawab 
a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada 
dibawahnya(teller, customer service, satpam dan cleaning service). 
b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan. 
c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan 
bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi. 
e) Bertanggung jawab kepada direksi. 
c. Customer service 
1) Ringkasan pekerjaan 
Memberikan layanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan islami, 
serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara 
langsung ataupun tidak langsung. 
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2) Tugas dan tanggung jawab 
a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi 
lainnya yang diperlukan. 
b) Meregistrasikan data nasabah, menginput data master nasabah pada 
program/system. 
c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi kepala bagian operasional. 
d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/direksi. 
e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional/direksi. 
d. Teller 
1) Ringkasan pekerjaan 
Membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, penarikan 
uang, dan transaksi lainnya berhubungan dengan bank yang dilakukan 
dalam customer teller. 
2) Tugas dan tanggung jawab 
a) Sebagai pemeriksaan seluruh ttransaksi harian teller dan semua tiket 
serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas. 
b) Melaksanakan cash count akhir pada seksi kas atau pada saat 
pergantian teller. 
c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault. 
d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir tahun. 
e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional. 
e. Satuan Pengamanan 
1) Ringkasan pekerjaan 
Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada 
keamanan bank. 
2) Tugas dan tanggung jawab 
a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian. 
b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian. 
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f. Cleaning Service (Office Boy) 
1) Ringkasan Pekerjaan 
Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen 
bank. 
2) Tugas dan Tanggungjawab 
a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian. 
b) Bertanggungjawab kepada Kepala Sistem Operasional BRISyariah 
KCP Purbalingga. 
 
2. Produk-Produk Bank BRISyariah KCP Purbalingga 
a. Produk Penghimpun Dana (Funding) 
BRISyariah KCP Purbalingga memiliki produk-produk penghimpun 
dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat 
yang menyimpan dananya di BRI syariah KCP Purbalingga akan merasa 
puas dan nyaman ketika menyimpan dananya. Di BRISyariah KCP 
Purbalingga, produk penyimpanan dananya menggunakan dua prinsip, 
yaitu prinsip titipan dengan akad wadiah dan prinsip kerjasama dengan 
akad mudharabah. 
1) Tabungan Faedah 
Tabungan Faedah merupakan tabungan yang menggunakan 
prinsip titipan dengan akad wadiah, dan tabungan faedah ini 
merupakan tabungan yang paling diminati oleh nasabah daripada 
tabungan lainnya. Persyaratan yang mudah dan banyaknya fasilitas 
yang diberikan menjadikan tabungan faedah menjadi produk unggulan 
di BRISyariah KCP Purbalingga. Hanya dengan fotocopy kartu 
identitas dan uang Rp. 100.000,- masyarakat dapat membuka tabungan 
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ini. Beberapa fasilitas Tabungan Fedah yang diberikan BRISyariah 
kepada nasabah diantaranya:
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a) Setoran awal ringan, hanya Rp. 100.000,-. 
b) Biaya administrasi bulanan gratis. 
c) Biaya bulanan kartu ATM gratis. 
d) Biaya tarik tunai murah di ATM BRI, jaringan ATM Bersama 
dana ATM Prima. 
e) Biaya cek saldo murah di ATM BRI, jaringan ATM Bersama dan 
ATM Prima. 
f) Biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM Bersama, dan ATM 
Prima. 
g) Biaya debit PRIMA murah. 
2) Simpanan Pelajar iB 
Simpanan pelajar iB sama seperti Tabungan Faedah yang 
menggunakan prinsip wadiah, hanya saja Simpanan Pelajar iB ini 
merupakan tabungan untuk siswa guna mendorong budaya menabung 
sejak dini yang diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana 
serta fitur yang menarik. Persyaratannya hanya perjanjian kerjasama 
antara BRISyariah dengan sekolahan, kemudian mengisi kelengkapan 
aplikasi pembukaan rekening, dan melengkapi dokumen pembukaan 
rekening (siswa: KK/NISN/NIS dan orang tua/wali:KTP). Fitur yang 
diberikan oleh BRISyariah kepada nasabah siswa : 
a) Akad yang digunakan adalah akad wadiah (titipan). 
b) Setoran awal ringan hanya Rp.1.000. 
c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 1000. 
d) Saldo minimum Rp. 1.000. 
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e) Limit penarikan sampai Rp. 500.000/hari. 
f) Dapat diberikan kartu ATM (pilihan). 
g) Dapat diberikan fasilittas e-shannel berupa MobileBRIS, 
SMSBRIS, dan CalBRIS. 
Manfaat menggunakan Simpanan Pelajar: 
a) Bagi siswa untuk edukasi keuangan, mendorong budaya gemar 
menabung, dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini. 
b) Bagi orang tua untuk mengajarkan kemandirian anak dalam 
mengelola keungan, memudahkan orang tua mengontrol 
pengeluaran anak. 
c) Bagi sekolah adalah sebagai sarana edukasi praktis keuangan dan 
perbankan bagi siswa dan guru, menumbuhkan budaya menabung 
disekolah, dan sarana system pembayaran dan pengelolaan 
keuangan yang efektif serta efisien di lingkungan sekolahan. 
3) Giro BRISyariah iB 
Giro BRISyariah merupakan simpanan bagi para nasabah 
pengusaha dimana nasabah akan menemukan berbagai fasilitas dan 
keuntungan diantaranya: Online real time di seluruh kantor 
BRISyariah dan laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya. 
Untuk persyaratan Giro BRISyariah iB adalah: 
a) Akad yang digunakan merupakan prinsip wadiah. 
b) Setoran awal Rp 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- 
(Perusahaan). 
c) Biaya saldo minimal Rp 20.000,- 
d) Saldo mengendap minimal Rp 500.000,-. 
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4) Tabungan Impian 
Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari 
BRISyariah dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) yang dirancang 
untuk mewujudkan impian anda dengan terencana. 
Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta 
kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berhak karena 
pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Adapun 
fasilitas yang diterima nasabah adalah:
44
 
a) Tenang, dana dikelola dengan prinsip syariah. 
b) Ringan, setoran awal Rp 100.000,-. 
c) Setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000,- dan kelipatannya. 
d) Fleksibel, pilihan jangka waktu mulai 1 tahun sampai 20 tahun 
sesuai dengan tujuan impian. 
e) Praktis, anda tidak perlu datang ke bank untuk melakukan setoran 
rutin bulanan dengan adanya autodebet. 
f) Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi. 
g) Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa. 
h) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan 
kesehatan. 
i) Kompetitif, bagi hasil yang menarik. 
j) Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRI Syariah dalam 
mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian. 
k) Pastikan impian Anda (misal: umrah, gadget, liburan, pendidikan 
dan sebagainya) terwujud dengan terencana. 
5) Tabungan Haji 
Tabungan Haji BRISyariah ini didedikasikan untuk masyarakat 
Indonesia, khususnya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan 
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ibadah haji guna menunaikan rukun Islam yang ke-5 dengan prinsip 
bagi hasil (Mudharabah al-Muthlaqoh) dalam bentuk investasi. 
Adapun manfaat dari tabungan haji BRI Syariah yakni ketenangan, 
kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena 
pengelolaan dana sesuai syariah. Sedangkan fasilitas yang didapat oleh 
nasabah yakni:
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a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan 
pemerintah. 
b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah 
secara Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu). 
c) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan. 
d) GRATIS biaya administrasi tabungan. 
e) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil. 
f) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan kartu 
ATM. 
g) Tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). 
h) Bagi hasil yang kompetitif. 
Para calon nasabah yang ingin menabung di BRISyariah harus 
memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Syarat dan Ketentuan Penabung Haji 
Persyaratan Perseorangan  
Dokumen Fotokopi KTP yang masih berlaku 
Setoran awal minimal Rp. 50.000,- 
Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- 
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6) Deposito Mudharabah 
Deposito adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi 
dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan 
dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan 
bagi hasil yang telah disepakati. Deposito BRISyariah iB memberikan 
banyak kemudahan dan fasilitas bagi para nasabah. 
Usaha Anda dalam mengembangkan dana terbaik sewajarnyalah 
dikelola dengan cara yang terbaik. Deposito BRISyariah iB adalah 
salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil 
investasi anda tidak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa 
berkah. Manfaat dari Deposito BRISyariah iB adalah ketenangan, 
kenyamanan investasi yang menguntungkan, dan membawa berkah 
karena pengelolaan dana sesuai dengan syariah.Adapun fasilitas yang 
didapat dari Deposito BRI Syariah iB adalah: 
a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan 
pemerintah. 
b) Tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. 
c) Bagi hasil yang kompetitif. 
d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda 
dapatkan. 
e) Pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang 
didapat ke rekening Tabungan atau Giro di BRI Syariah. 
f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil 
sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang. 
g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 
b. Produk Penyaluran Dana (Financing) 
Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya adalah 
untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor Industri, 
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Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya. Dari 
sector ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, 
seperti modal kerja, investasi, konsumsi. Produk Penyaluran Dana 
BRISyariah KCP Purbalingga meliputi:  
1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang 
ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera 
Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Berikut ini adalah dokumen 
kelengkapan permohonan KPR Sejahtera dan KPR BRI Syariah. 
Table 3.2
46
 
Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KPR 
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No Dokumen 
KPR 
Sejahtera 
KPR BRI Syariah 
Karyawan 
Profesi 
Kesehatan 
1 
Copy KTP Pemohon dan KTP 
Pasangan       
2 Copy Kartu keluarga     
 3 Copy Surat Nikah       
4 NPWP Pribadi       
5 SPT PPH 21 dan SP3       
6 
Surat Keterangan Pekerjaan 
(asli) / copy SK Pengangkatan       
7 
Surat Keterangan Penghasilan 
/ Slip Gaji (asli)       
8 Copy rekening Payroll Calon   
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2)  Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 
Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRISyariah kepada nasabah 
perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan 
menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya 
secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di 
muka dan di bayar setiap bulan. Pada Pembiayaan KKB Dokumen 
Kelengkapan Nasabah yang harus dipenuhi meliputi: 
 
 
 
 
 
 
Nasabah min 1 bulan 
9 Copy Surat Pemesanan Rumah       
10 Surat Pernyataan Nasabah   
  
11 
Surat Keterangan Belum 
Memiliki Rumah   
  12 Copy Sertifikat 
 
    
13 Copy IMB 
 
    
14 Copy PBB 
 
    
15 
Copy Surat Izin Praktek 
Dokter/Bidan 
  
  
16 Copy Surat Tanda Registrasi 
  
  
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Tabel 3.3 
Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembiayaan KKB 
No Dokumen Kelengkapan Permohonan 
KKB BRI Syariah 
Karyawan 
Profesi 
Kesehatan 
1 
Copy KTP Permohonan dan KTP 
Pasangan (bila telah menikah     
2 Copy Kartu Keluarga     
3 Copy Surat Nikah     
4 
Copy NPWP Pribadi (untuk pembiayaan 
> Rp. 50 juta)     
5 
Surat Keterangan Pekerjaan (asli)/ copy 
SK Pengangkatan     
6 
Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji 
(asli)     
7 
Copy Rekening tabungan / giro calon 
nasabah     
8 
Copy Surat Pemesanan Kendaraan / SPK 
Dealler (untuk mobil baru)     
9 
Covernote BPKB dari Authorized 
Dealler (untuk mobil baru)     
10 Copy BPKB (untuk mobil bekas)     
11 
Kuitansi kosong 3 lembar dan 
bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas/ 
alih pembiayaan)     
12 Copy Surat Izin Dokter/Bidan 
 
  
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3) Pembiayaan Mikro 
Untuk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 3.4 
Jenis Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga 
 
Produk Plafond (Juta) Tenor 
Mikro 25 iB 5-25 6-36 
Mikro 75 iB 25-75 6-60* 
Mikro 200 iB >75-200 6-60* 
 
4) Mudharabah 
Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua 
pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha 
(nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah 
atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. 
Pada BRISyariah KCP Purbalingga, akad mudharabah 
diterapkan dalam pembiayaan Linkage atau pembiayaan yang 
ditujukan untuk Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan 
dana. Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 3 kali dari modal 
Koperasi maupun BPRS. 
5) Musyarakah 
Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua 
pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi 
modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 
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ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka. Pada BRISyariah akad 
ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.
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6) Gadai BRISyariah iB  
Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang 
diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah selama jangka 
waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan 
pemeliharaan atas emas. Fasilitas yang diberikan BRI Syariah dalam 
produk Gadai BRI Syariah iB antara lain:
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a) Persyaratan mudah dan cepat. 
b) Nilai pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir BRIS dan 
maksimal pinjaman Rp 250 juta per orang. 
c) Biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas. 
d) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari. 
e) Pinjaman dapat diperpanjang maksimal 2x dengan 
menggunakan taksiran terkini. 
f) Biaya sewa dihitung per 10 harian dan dibayar saat 
pelunasan/perpanjangan. 
g) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti. 
h) Penyimpanan yang aman dan berasuransi emas syariah. 
c. Produk Jasa Layanan Lainnya 
1) MobileBRIS  dan SMSBRIS 
Merupakan fasilitas layanan berbasisi ponsel yang dapat 
memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh 
tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampe 
pembayaranzakat, infaq, shadaqah (ZIS). Dengan hanya mengunduh 
(men-download) aplikasi mobileBRIS menjadikan semua transaksi 
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pada tanggal 5 Februari 2018. 
48
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perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak 
tergantung pada jam operasional. Bank dan dapat diakses selama 24 
jam. Biaya SMS tergantung masing-masing telco provider dan saat ini 
layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : Telkomsel, Indosat, 
dan XL.  
Untuk menggunakan layanan mobileBRIS dapat melakukan 
regristasi/pendaftaran smsBRIS (SMS Banking BRISyariah) terlebih 
dahulu melalui ATM BRISyariah atau diKCI/ KC/KCP BRISyariah, 
dengan ketentuan sebagai berikut:
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a) 1 (satu) rekening tabungan BRISyariah iB nasabah hanya dapat 
didaftarkan untuk 1(satu) nomor telepon seluler/handphone. 
b) Dimenu utama ATM BRIS, pilih menu “Registrasi”. 
c) Pilih menu SMSBanking. 
d) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit 
angka PIN yang dapat tentukan sendiri. 
e) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses 
registrasi sebagai tanda bukti regristrasi smsBRIS, SMS notifikasi 
yang dikirimkan ke telephon seluler, dan SMS berisi link aplikasi 
mobile BRIS yang dapat diunduh. 
f) Klik link dari SMS yang diiterima setelah notifikas registrasi 
smsBRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada blackberry 
app word, android market, apple app strore, nokia store atau 
website www.BRISyariah.Co.Id.  jalankan aplikasi setelah proses 
unduh selesai. 
Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial 
diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut dikantor Cabang 
BRISyariah terdekat, dengan alur pelaksanaan di Cabang dengan 
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menyertakan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRIS. Jika 
nasabah telah menggunakan layanan smsBRIS sebelumnya, maka 
nasabah dapat mengunduh aplikasi mobile BRIS pada telepon selular 
nasabah yang terdaftar pada layanan sms BRIS jalankan aplikasi 
setelah prose unduh selesai. 
2) EDC Mitra payment Point BRIS. 
Mitra BRISyariah adalah skema kerjasama antara BRISyariah 
dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling 
menguntungkan dan merupakan peluang bisnis baru bagi nasabah 
BRIS. Keuntungan menggunakan EDC BRIS : 
a) Tanpa biaya investasi. 
b) Flaksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa 
kemana pun juga dan bisa melayani transaksi ditempat pelanggan 
(EDC Wireless acces/GPRS) dan kapan saja selama 24 jam non 
stopdan akses secara real time online. 
c) Respon transaksi sangan cepat ± 3-5 detik. 
d) Potensi keuntungan yang cukup besar. 
e) Sharing free bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx. 
f) Memberikan penghasilan tambahan bagi mitra kerja dalam 
penerimaan transaksi pembayaran dari customer. 
Syarat dan ketentuan : 
a) Membuka 2 (dua) rekening tabungan BRIS Syariah, yang masing-
masing berfungsi sebagairekening deposit dan penampungan fee. 
b) Dari deposito sebesar Rp 5000.000,-  sebagian dana senilai Rp 
3000.000,- akan di hold sebagai jaminan selama kerjasama 
berlangsung (min. 1 tahun). Sisa dana dana sebesar Rp 2.000.000,- 
dapat dipergerakan sebagai modal transaksi. 
c) Mengisi form permohonan dan menyerahkan dokumen legal. 
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d) Biaya administrasi bulanan GPRS dan supply kertas struk (untuk 
10 roll) sebesar Rp 50.000,-. 
e) Fee antara Rp 250,- s/d Rp 2.500,- pertransaksi. 
f) Fee akan dibayarkan secara periodik secara periodik bulanan 
(setiap tanggal 10) dan dan akan dikreditkan ke rekening mitra.  
 
B. Mekanisme Penilaian Barang Jaminan dalam Pembiayaan Mikro pada 
BRISyariah KCP Purbalingga 
1. Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga 
Dalam menjalankan visi dan misi Bank BRISyariah yaitu menjadi bank 
ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan 
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna, bank 
BRISyariah ikut serta dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). Bank BRISyariah KCP Purbalingga turut memfasilitasi 
para pelaku usaha mikro dengan menawarkan produk Unit Mikro BRISyariah 
iB. Dalam produk Unit Mikro BRISyariah iB terdapat 3 (tiga) jenis produk 
pembiayaan yaitu, Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 200 iB.  
a. Mikro 25 iB  
Produk pembiayaan mikro yang dapat diajukan siapa saja untuk membuka 
atau mengembangkan usahanya, mikro 25 iB merupakan pinjaman yang 
dapat diajukan mulai dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta. Nasabah 
dapat memilih jangka waktu mulai dari 6 hingga 36 bulan. 
b. Mikro 75 iB  
Nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan plafond yang lebih besar 
melalui pembiayaan mikro 75 iB ini, yaitu pinjaman dari 25 juta sampai 
dengan 75 juta dengan jangka waktu 6 sampai 60 bulan, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
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c. Mikro 200 iB   
Apabila nasabah ingin mengajukan plafond yang lebih besar maka bisa 
mengajukan pembiayaan mikro menggunakan produk Mikro 200 iB, yaitu 
pinjaman yang dapat diajukan mulai dari Rp 75 juta sampai dengan Rp 
200 juta dengan jangka waktu 6 bulan sampai dengan 60 bulan
50
 
Persyaratan umum dalam pengajuan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP 
Purbalingga yaitu sebagai berikut:
51
 
1) Warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 
2) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun. 
3) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah. 
4) Lama usaha calon nasabah : 
a) Untuk mikro 75 iB dan mikro 200 iB lama usaha minimal 2 tahun. 
b) Untuk mikro 25 iB lama usaha minimal 3 tahun. 
5) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi. 
6) Memiliki usaha tetap. 
7) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak 
kandung. 
8) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. 
 
Tabel 3.5  
Persyaratan Dokumen (Umum) Pembiayaan Mikro 
Persyaratan Mikro 25 iB Mikro 75 iB   Mikro 200 iB 
FC KTP Calon Nasabah 
dan pasangan       
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Kartu Keluarga dan Akta 
Nikah       
Akta Cerai / Surat 
Kematian (Pasangan)       
Surat Ijin Usaha / Surat 
Keterangan Usaha       
 
Tebel 3.6 
Persyaratan Dokumen (Khusus)Pembiayaan Mikro 
Persyaratan Mikro 25 iB  Mikro 75 iB  Mikro 200 iB  
Jaminan       
NPWP       
 
Dalam memberikan pembiayaan mikro kepada para calon nasabahnya, 
bank BRISyariah diwakili Account Officer Micro melakukan analisis 
pembiayaan. Analisis pembiayaan ini sebagai tindakan kehati-hatian 
terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu untuk menghindari risiko 
pembiayaan sebagaimana yang dimaksud, Bank BRISyariah KCP Purbalingga 
akan melakukan penilaian sebelum memberikan persetujuan terhadap suatu 
permohonan pembiayaan, penilaian ini berfungsi untuk memberikan 
keyakinan bahwa persetujuan pembiayaan yang diberikannya tidak 
mengandung risiko. Penilaian ini meliputi:
52
 
a. Character (Penilaian Watak) 
Apakah calon nasabah memiliki kepribadian yang baik. Penilaian ini 
dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan 
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calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Informasi ini dapat 
diperoleh dari data riwayat hidup, riwayat usaha, dan data lainnya. 
b. Capacity (Penilaian Kemampuan) 
Merupakan penilaian kemampuan calon nasabah untuk mengendalikan, 
menguasai bidang usaha serta kesungguhannya sehingga usahanya dapat 
berjalan dengan baik serta dapat memberikan keuntungan. Dan nasabah 
dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 
c. Capital (Penilaian Terhadap Modal) 
Dalam hal ini Bank BRISyariah KCP Purbalingga terlebih dahulu 
melakukan penilaian terhadap permodalan calon nasabah. Tujuannya 
adalah apabila nasabah mempunyai modal dan ikut  membiayai usahanya, 
maka nasabah akan merasa memiliki dan termotivasi untuk bekerja 
dengan sungguh-sungguh agar usahanya berhasil sehingga mampu 
memenuhi kewajibannya. 
d. Condition Of Economy (Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah 
Pemohon) 
Penilaian dengan menganalisa keadaan pasar khususnya pasar dalam 
negeri baik masa lalu atau masa yang akan datang, sehingga usaha calon 
nasabah yang dibiayai dapat diketahui apakah bentuk usaha yang 
demikian mempunyai masa depan yang cerah jika ditinjau dari 
perkembangan ekonominya. 
e. Collateral (Penilaian Terhadap Jaminan) 
Jaminan disini berfungsi untuk menanggung risiko yang diakibatkan oleh 
kegagalan nasabah mengembalikan pinjamannya. Calon nasabah 
umumnya wajib menyediakan jaminan yang berupa agunan. Jaminan ini 
diharapkan mampu menutupi sisa pinjaman nasabah. 
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2. Jenis Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP 
Purbalingga 
Dalam melakukan analisis pembiayaan mikro account officer micro 
melakukan verifikasi terhadap semua dokumen persyaratan pembiayaan. 
Calon nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan. Salah satunya adalah 
persyaratan penyerahan barang jaminan. Penyerahan barang jaminan 
bertujuan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank dalam 
mendapatkan pelunasan melalui barang jaminan tersebut ketika nasabah 
cedera janji atau nasabah tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. Barang yang dapat dijadikan jaminan 
pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Purbalingga ada 4 diantaranya : 
Tanah & Bangunan atau Tanah Kosong, Kios/Dasaran/Los/Lapak, Kendaraan 
Bermotor, dan Deposito. Untuk jaminan Berupa logam mulia tidak dapat 
dijadikan jaminan dalam pembiayaan mikro dikarenakan logam mulia dapat 
dijadikan jaminan/agunan dalam pembiayaan qardh beragunan emas. 
a. Tanah dan Bangunan atau Tanah Kosong 
Tanah dan bangunan atau tanah kosong yang dapat dijadikan jaminan 
ialah bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan/ tanah kosong tersebut 
berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (SHGB), atau Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan 
oleh PPAT Camat/Notaris. Untuk kategori jaminan berupa tanah kosong 
antara lain : tanah sawah yang produktif (minimal panen 2 kali dalam satu 
tahun dan memiliki saluran irigasi permanen), tanah pekarangan, tanah 
tambak yang produktif dan permanen, tanah kebun, serta tanah darat. 
Untuk kategori jenis jaminan tanah dan atau bangunan yang dihindari dan 
tidak dibiayai diantaranya : terkena pelebaran jalan/penggusuran, tanah 
yang diperuntukkan untuk jalur hijau, berada dipinggir sungai yang 
arusnya deras, daerah rawan banjir, kondisi tanah dan bangunan di bawah 
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saluran udara listrik tegangan tinggi, tanah kuburan, tanah dalam sengketa, 
serta kondisi tanah dan bangunan yang diperuntukannya melanggar 
hukum atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
b. Kios/Dasaran/Los/Lapak 
Jenis jaminan yang kedua adalah kios/dasaran/los/lapak yang merupakan 
tempat usaha nasabah. Kios/dasaran dapat dijadikan jaminan dengan 
menggunakan SHPTU (Sertifikat Hak Pakai Tempat Usaha) atau SIPTB 
(Surat  Izin Pemakaian Tempat Berjualan), dengan pengikatan jaminan 
berupa cessie atau surat pernyataan dari nasabah yang berisi kesediaan 
untuk menyerahkan hak menempati kios/los/lapak kepada BRI Syariah 
jika terjadi wanprestasi yang disetujui oleh ka. Pasar/instansi. Kondisi 
kios/los/dasaran yang dihindari dan tidak dibiayai antara lain : 
kios/lapak/dasaran yang status kontrak dengan pihak ketiga (bukan hak 
sewa dari Pemda), dan kios/lapak/dasaran dalam sengketa. 
c. Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor merupakan jenis jaminan benda bergerak, seperti 
mobil atau sepeda motor. Untuk jaminan kendaraan bermotor berupa 
BPKB dari mobil atau sepeda motor tersebut. Dalam pembiayaan mikro 
75 iB dan mikro 200 iB BPKB kendaraan bermotor harus atas nama 
nasabah, untuk maksimal usia kendaraan yang dijadikan jaminan adalah 
12 tahun pada saat pembiayaan berakhir. 
d. Deposito  
Deposito merupakan simpanan pada bank yang dapat diambil setelah 
jangka waktu tertentu/jatuh tempo. Dalam BRISyariah deposito dapat 
dijadikan sebagai jaminan yaitu dengan menggunakan gadai deposito. 
Pengikatan gadai deposito dibawah tangan untuk jaminan deposito 
berjangka menggunakan format perjanjian gadai deposito yang 
ditandatangani diatas materai oleh penjamin (pemilik jaminan) dan pihak 
bank dihadapan pejabat bank. 
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3. Penilaian Barang Jaminan dalam Pembiayaan Mikro 
Pada BRISyariah KCP Purbalingga penilaian terhadap jaminan dalam 
pembiayaan mikro dilakukan oleh AOM untuk semua produk. Sedangkan 
untuk produk Mikro 200 iB  dengan plafond  > Rp 100 juta dilakukan 
bersama-sama antara AOM dan Unit Head Micro. Dalam melakukan 
penilaian jaminan AOM wajib melakukan kunjungan ke lokasi jaminan 
berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau melihat 
fisik kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah. Penilaian jaminan harus 
sesuai dengan kondisi jaminan pada saat survey dilakukan dan semua hasil 
survey final ke lokasi jaminan wajib di catat di Laporan Penilaian Barang 
Jaminan (LPBJ) yang sesuai dengan jenis jaminannya. Mekanisme penilaian 
jaminan yang dilakukan bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam produk 
pembiayaan mikro yaitu : 
a. Penilaian Tanah Kosong 
1) Melakukan Verifikasi atas jaminan tanah secara detail, yaitu dengan 
melakukan pengecekan keabsahan dokumen sertifikat tanah yang 
dikeluarkan oleh BPN, melakukan survey ke lokasi jaminan untuk 
melihat kondisi jaminan yang sebenarnya dan melakukan interview 
terhadap tetangga sekitar lokasi jaminan atau orang-orang yang biasa 
melakukan jual beli tanah di lingkungan sekitar untuk mendapatkan 
informasi tentang kondisi tanah jaminan untuk perkiraan nilai pasar 
atas jaminan. 
2) Perkiraan nilai atas jaminan atau nilai pasar wajar adalah nilai hasil 
appraisal atas jaminan yang diberikan berdasarkan kondisi harga 
pasar/nilai wajar (transaksi jual beli) dari jaminan tersebut. 
3) Untuk kondisi jaminan berupa tanah kosong masih dalam kondisi 
produktif, apabila kondisinya tidak produktif maka nilai pasar jaminan 
tersebut hanya dinilai sebesar 50% dari nilai pasar jaminan. 
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4) Untuk mikro 75 iB maksimal FTV 90%  baik tanah kosong seluas 
<1.000 maupun tanah kosong seluas ≥1.000.  
5) Sedangkan untuk mikro 200 iB kondisi tanah kosong seluas ≥ 1.000m² 
Nilai Financing To Value (FTV) Ratio maksimal 60% dari pinjaman 
dan tanah kosong dengan luas < 1000m² Nilai FTV maksimal 70% 
dari nilai pinjaman.
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b. Penilaian Tanah & Bangunan 
1) Melakukan Verifikasi atas kondisi bangunan yaitu dengan melakukan 
survey ke lokasi jaminan untuk mengetahui kondisi bangunan serta 
melakukan interview dengan pihak ketiga sebagai informasi tambahan. 
2) Menghitung Nilai Perkiraan Bangunan 
Table 3.7
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Nilai Penyusutan Bangunan Ada IMB 
 
Umur Bangunan Nilai Bangunan/m² (ada 
IMB) Mikro 75 iB   
Nilai Bangunan/m² (ada 
IMB) Mikro 200 iB   
≥ 1-5 tahun Nilai pasar atas bangunan 
yang berlaku pada saat 
itu. 
Nilai pasar atas 
bangunan yang berlaku 
pada saat itu. 
>5-10 tahun Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 1% 
dari nilai pasar bangunan. 
(Nilai Pasar X 99%) 
Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 1% 
dari nilai pasar 
bangunan. (Nilai Pasar 
X 99%) 
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>10-15 tahun Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 3% 
dari nilai pasar bangunan. 
(Nilai Pasar X 97%) 
Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 3% 
dari nilai pasar 
bangunan. (Nilai Pasar 
X 97%) 
>15-20 tahun Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 5% 
dari nilai pasar bangunan. 
(Nilai Pasar X 95%) 
Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 5% 
dari nilai pasar 
bangunan. (Nilai Pasar 
X 95%) 
>20-25 tahun Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 8% 
dari nilai pasar bangunan. 
(Nilai Pasar X 92%) 
Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 8% 
dari nilai pasar 
bangunan. (Nilai Pasar 
X 92%) 
>25-30 tahun Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 10% 
dari nilai pasar bangunan. 
(Nilai Pasar X 90%) 
Selisih hasil perhitungan 
dari nilai pasar dengan 
nilai penyusutan 
(depresiasi) sebesar 
10% dari nilai pasar 
bangunan. (Nilai Pasar 
X 90%) 
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Table 3.8 
Nilai Penyusutan Bangunan Tanpa IMB 
 
Nilai Bangunan/m² (tanpa IMB) 
Mikro 75 iB 
Nilai Bangunan/m² (tanpa IMB) 
Mikro 200 iB 
Nilai bangunan di hitung sesuai 
dengan nilai pasar bangunan yang 
berlaku setelah dikurangi nilai 
penyusutan bangunan.  
Dihitung 50% dari nilai 
bangunan/m² yang ada IMB, 
sesuai dengan masing-masing 
umur bangunan. 
 
3) Memastikan bangunan yang diberikan sebagai jaminan sudah dalam 
proses layak huni. 
4) Apabila jaminan yang diberikan berupa gudang, maka gudang harus 
produktif. Apabila jaminan yang diberikan gudang yang tidak 
produktif maka yang dinilai hanya tanah saja. 
5) Untuk nilai FTV 90% (mikro 75 iB) dan 80% (mikro 200 iB) ada 
IMB. 
c. Penilaian Kios/Los/Dasaran/Lapak 
1) Melakukan verifikasi informasi atas jaminan dengan melakukan 
survey ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan 
melakukan interview dengan pihak ketiga untuk informasi tambahan. 
2) Melakukan verifikasi keabsahan bukti hak (milik, sewa, pakai) dengan 
kepala dinas pasar dan tidak sedang dijaminkan pada pihak lain. 
3) Nilai FTV maksimal 90% untuk produk mikro 75 iB dan 80% untuk 
produk mikro 200 iB. 
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d. Penilaian Kendaraan 
1) Melakukan pengecekan atas kondisi kendaraan bermotor roda 2 
(sepeda motor). 
2) Melakukan pengecekan atas kondisi kendaraan bermotor roda 4 
(sedan, jeep dll) 
3) Jenis kendaraan yang dapat dijaminkan maksimal roda 6 yaitu jenis 
kendaraan niaga/operasional misalnya truk. 
4) Jumlah maksimal kendaraan yang dijaminkan adalah 4 unit kendaraan. 
5) Untuk usia kendaraan produk mikro usia maksimal kendaraaan 12 
tahun saat pembiayaan berakhir (kendaraan merek jepang). 
6)  Untuk jaminan berupa mobil harus dilakukan pengecekan ke 
SAMSAT, apabila pembiayaan >RP 75 juta (Mikro 200 iB) dan 
apabila pembiayaan ≥ 25 juta untuk pembiayaan mikro 75 iB.  
7) Kendaraan plat kuning diperbolehkan dijadikan agunan dengan 
persyaratan untuk nilai FTV maksimal 50%, jangka waktu 
pembiayaan maksimal 24 bulan dan dapat persetujuan dari PINCA. 
8) Untuk nilai FTV selain kendaraan plat kuning maksimal 80% baik 
mikro 75 iB atau mikro 200 iB.     
9) Penilaian jaminan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku. 
e. Penilaian Time Deposito 
1) Melakukan verifikasi keabsahan dan keaslian bilyet deposito dengan 
berkoordinasi dengan cabang BRIS penerbit bilyet deposito. 
2) Wajib melakukan pengecekan dengan pejabat bank berwenang di 
cabang penerbit bersangkutan. 
3) Melakukan pengecekan kebenaran dari nilai nominal yang tertera pada 
bilyet deposito. 
4) Penilaian deposito baik mikro 75 iB atau mikro 200 iB sebesar 90%.      
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C. Analisis Mekanisme Penilaian Barang Jaminan dalam Pembiayaan Mikro 
Sebagai Tindakan Preventif Terjadinya Kerugian Pada BRISyariah KCP 
Purbalingga 
Bank merupakan lembaga intermediary antara masyarakat yang memiliki 
kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Selain sebagai lembaga 
intermediary bank juga sebagai lembaga bisnis dimana tujuan akhir dari suatu 
bisnis ialah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan 
memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, maka bank dapat 
berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu 
produk dan juga kesejahteraan masyarakat. Sama halnya bank lain, bank 
BRISyariah KCP Purbalingga merupakan lembaga bisnis yang konsep 
operasionalnya sesuai dengan syariah islam. Keharusan dalam memperoleh 
profitabilitas membuat bank BRISyariah harus berhati-hati dalam memberikan 
pembiayaan. Khususnya dalam pemberian pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro 
BRISyariah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh 
masyarakat. Oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan bank BRISyariah 
terlebih dahulu menganalisis kelayakan pembiayaan tersebut. Tujuannya adalah 
untuk menghindari pembiayaan yang dibiayai nantinya tidak layak. Seandainya 
itu terjadi, kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena 
ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya. 
Dalam menganalisis kelayakan pada pembiayaan mikro, bank BRISyariah 
KCP Purbalingga menggunakan analisis 5C yaitu : character, capacity, capital, 
condition of economy, dan collateral. Dimana analisis 5C ini digunakan untuk 
menekan tingkat kerugian. Dari kelima analisis tersebut analisis jaminan 
(collateral) menjadi penilaian terakhir dari analisis 5C. Hal ini disebabkan karena 
yang paling penting dari analisis 5C adalah jaminan (collateral). Jaminan 
(collateral) berfungsi sebagai second way out (jalan keluar kedua) yaitu dengan 
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank BRISyariah KCP Purbalingga untuk 
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut 
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apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali 
kewajibannya sesuai pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.  
Kriteria bentuk jaminan yang dapat dijaminkan dalam pembiayaan mikro 
pada BRISyariah KCP Purbalingga diantaranya : 
1. Mempunyai nilai ekonomis 
2. Marketable 
3. Mempunyai nilai yuridis 
4. Mudah dipindah tangankan 
Dalam melakukan penilaian barang jaminan account officer mikro harus 
melakukan verifikasi dokumen jaminan dan melihat kondisi jaminan baik itu 
tanah kosong / tanah dan bangunan, kendaraan, kios ataupun deposito yang 
dijaminkan. Verifikasi dokumen jaminan dilakukan dengan pengecekan 
keabsahan dari setiap jaminan seperti SHM, SHGB, AJB, BPKB, SHPTU/SIPTB, 
Gadai Deposito. Pastikan nama dari setiap dokumen jaminan sama dengan nama 
calon nasabah sesuai dengan KTP yang masih berlaku.  
Penilaian barang jaminan harus dilakukan dengan teliti. Account officer 
mikro harus mengetahui nilai wajar dari setiap barang jaminan. Dalam analisis 
jaminan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari 
jaminan yang diserahkan kepada bank. Account officer mikro perlu mengetahui 
minat pasar terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila jaminan 
merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (marketable), maka bank 
yakin bahwa jaminan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. 
Pembiayaan yang ditutup oleh jaminan  yang purnajualnya bagus, risikonya 
rendah. Dalam menentukan harga pasar untuk barang jaminan tanah dan 
bangunan Account Officer Micro melakukan interview kepada tetangga sekitar 
lokasi jaminan atau orang-orang yang mengetahui tentang harga pasaran untuk 
tanah dan bangunan di daerah tersebut. Seperti pada contoh Laporan Penilaian 
Barang Jaminan (LPBJ) untuk tanah dan bangunan yang terdapat pada lampiran, 
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Account Offocer Micro melakukan interview terhadap Bapak Arsono selaku 
pejabat desa X dan mengatakan bahwa harga tanah di desa X adalah Rp 
10.000.000,-/ubin sampai dengan Rp 11.000.000,-/ubin. Sedangkan dari 
keterangan Bapak Wandi selaku tetangga sekitar barang jaminan mengatakan 
bahwa harga tanah di daerah tersebut adalah Rp 11.000.000,-/ubin. Dari interview 
tersebut pihak BRISyariah mengambil nilai pasar terendah yaitu Rp 10.000.000,-
/ubin. Untuk bangunan seharga Rp 1.100.000,-/m². Pada saat melakukan interview 
kepada salah satu tetangga sekitar lokasi jaminan pihak bank yang diwakili 
Account Officer Micro tidak serta merta mengatakan tanah ini dan bangunan ini 
yang akan dijual (dalam artian yang akan dijadikan agunan kepada BRISyariah), 
semua itu dilakukan untuk melindungi data calon nasabah. Selain itu account 
officer mikro selaku penilai barang jaminan juga harus dapat memperkirakan nilai 
taksiran setiap jaminan. Sebagai contoh perhitungan perkiraan nilai bangunan 
untuk pembiayaan Mikro 200  iB adalah : 
Tn. Edwi ingin mengajukan pembiayaan mikro 200 iB dengan plafond Rp 
150.000.000,- kepada BRISyariah KCP Purbalingga. Dengan jaminan sebidang 
tanah seluas 200m² dan rumah seluas 70m² dengan umur bangunan sekitar 10 
tahun. Untuk nilai pasar tanah seharga Rp 100.000,-/m² dan untuk nilai pasar 
bangunan pada saat itu seharga Rp 1.500.000,-/m² dan bangunan tersebut ada 
IMB. Nilai Likuiditas untuk jaminan tersebut adalah : 
Nilai Perkiraan Tanah   = 200m² x Rp 100.000,- 
 = Rp 20.000.000,- 
Nilai Perkiraan Bangunan = 80% x (70m² x Rp 1.500.000 x 99%) 
 = 80% x Rp 103.950.000,- 
 = Rp 83.160.000,- 
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Nilai Likuiditas Jaminan = Nilai Perkiraan Tanah + Nilai Perkiraan Bangunan 
 = Rp 20.000.000 + Rp 83.160.000,- 
 = Rp 103.160.000,- 
Dari contoh tersebut dapat dijelaskan bahwa mekanisme penilaian barang jaminan 
meliputi : 
1. Petugas penilai jaminan (account officer micro) harus melakukan verifikasi 
terhadap dokumen tersebut. Memastikan luas bangunan jaminan, memastikan 
apakah bangunan yang diberikan sebagai jaminan ada IMB atau tanpa IMB.  
2. Mengetahui nilai pasar bangunan pada saat itu. Dengan melakukan verifikasi 
harga tanah disekitar lokasi jaminan, bertanya kepada tetangga sekitar 
jaminan dan melakukan verifikasi di kelurahan. 
3. Mengetahui nilai penyusutan bangunan sesuai dengan masing-masing umur 
bangunan. Pada contoh tersebut, dengan umur bangunan sekitar 10 tahun, 
mengalami penyusutan sebesar 1% dari nilai pasar bangunan. 
4. Melakukan perhitungan perkiraan nilai bangunan. Perhitungan bangunan ada 
IMB sebesar nilai FTV mikro 200 iB  untuk tanah & bangunan yaitu 80%. 
Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bank dapat memberikan 
pembiayaan kepada Tn.Edwi maksimal sebesar Rp 103.160.000,- sesuai dengan 
nilai likuiditas atas tanah dan bangunan tersebut. 
Pada BRI Syariah KCP Purbalingga pernah terjadi dimana jaminan tidak 
dapat menutupi seluruh kewajibannya. Hal itu terjadi karena nilai jaminan kurang 
marketable dan bankable. Dari peristiwa tersebut bank BRISyariah tidak 
melakukan perubahan dalam analisis penilaian barang jaminan. Hal tersebut tidak 
akan terulang kembali ketika dibarengi dengan tenaga kerja yang profesional, 
sehingga kerugian ketika terjadi pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir 
dengan penilaian barang jaminan yang sesuai peraturan bank dan harga pasar. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme penilaian barang jaminan 
dalam pembiayaan mikro sebagai tindakan preventif terjadinya kerugian pada 
BRISyariah KCP Purbalingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
Bank BRI Syariah dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan 
analisis 5C, yaitu character, capacity, capital, codition of economy dan collateral. 
Dari kelima analisis tersebut collateral (jaminan) merupakan penilaian yang harus 
dilakukan dengan hati-hati. Kemungkinan pembiayaan bermasalah yang dapat 
menyebabkan kerugian pada BRISyariah dapat diminimalisir dari jaminan yang 
diserahkan kepada bank apabila nasabah melakukan cidera janji. Pada produk 
mikro 75 iB nilai FTV (Financing To Value) maksimal 90% untuk semua jenis 
jaminan kecuali jaminan kendaraan dengan FTV 80%. Sedangkan untuk produk 
mikro 200 iB nilai FTV 80% untuk jaminan tanah & bangunan serta kios dan 
mobil, untuk deposito dinilai 90% dari nilai pembiayaan, tanah kosong <1.000m² 
dinilai 70% serta tanah kosong ≥1.000m² dinilai 60%. 
Dalam melakukan penilaian barang jaminan bank BRI Syariah khususnya 
Account Officer Micro (AOM) harus berhati-hati dan teliti. Perhitungan yang 
dilakukan harus sesuai standar penilaian bank dengan memperhatikan status 
kepemilikan barang jaminan, keadaan barang jaminan, umur dari barang jaminan 
(bangunan dan kendaraan), serta harga pasar barang jaminan pada saat itu. Hal 
tersebut dilakukan sebagai tindakan preventif, sehingga barang jaminan dapat 
menutup seluruh pembiayaan nasabah apabila terjadi pembiayaan bermasalah. 
Disamping penilaian barang jaminan yang sesuai ketentuan standar BRISyariah 
KCP Purbalingga, juga diperlukan tenaga kerja yang profesional yaitu seorang 
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account officer micro tidak hanya mengejar target tetapi harus dapat memilih 
nasabah yang profitable. 
B. Saran 
Dari penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa saran untuk BRI 
Syariah KCP Purbalingga, diantaranya : 
1. Dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah bank BRI Syariah KCP 
Purbalingga disarankan agar lebih teliti dan selektif dalam pemberian 
pembiayaan. Khususnya dalam melakukan analisis barang jaminan. 
2. Dalam mewujudkan tenaga kerja yang professional bank BRI Syariah KCP 
Purbalingga disarankan agar terus meningkatkan kualitas SDM. 
3. Bank BRI Syariah KCP Purbalingga terus meningkatkan kualitas pelayanan 
dan kualitas produk untuk membangun loyalitas nasabah. 
4. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diakibatkan karena barang 
jaminan tidak dapat menutup kewajiban nasabah disarankan team appraisal 
barang jaminan tidak dari pihak internal bank, tetapi dilakukan oleh team 
appraisal independent. 
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